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| ABSTRACT 
Digital transformation in bureaucracy requires the public sector to manage human resources (HR) more 
effectively, efficiently, and accountably. One of the key instruments supporting this effort is the Human Resource 
Information System (HRIS), which is part of electronic Human Resource Management (e-HRM). HRIS functions to 
automate administrative processes, integrate personnel data, and provide relevant information for strategic 
decision-making. This study employs a literature review approach to analyze the contribution of HRIS in 
enhancing the efficiency and effectiveness of HR management, by examining both national and international 
publications. The findings show that HRIS plays an important role in reducing administrative burdens, improving 
data accuracy, strengthening transparency, and supporting more objective performance appraisal. Furthermore, 
HRIS facilitates employee competency development, the application of a merit system, and evidence-based talent 
planning. However, the implementation of HRIS in the public sector faces challenges such as inconsistent data 
quality, limited digital literacy among employees, resistance to change, and issues of data integration and 
security. To optimize HRIS as a strategic function, good data governance, user competency development, cross-
government system integration, and continuous evaluation are required. With these strategies, HRIS has the 
potential to serve as a strategic enabler for a modern bureaucracy that is professional, transparent, accountable, 
and oriented toward improving the quality of public services. 
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PENDAHULUAN 

Di sektor publik, kualitas layanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan 
organisasi dalam mengelola sumber daya manusianya secara efektif, terukur, dan transparan. 
Transformasi digital birokrasi dalam satu dekade terakhir mendorong pergeseran dari tata kelola 
SDM manual ke sistem berbasis data, salah satunya melalui Human Resource Information System 
(HRIS)—bagian dari spektrum electronic-HRM (e-HRM)—yang berfungsi mengotomasi proses 
administrasi, mengintegrasikan data kepegawaian, dan menyajikan informasi untuk pengambilan 
keputusan strategis. Literatur internasional menegaskan bahwa e-HRM dapat meningkatkan efisiensi 
administrasi, kualitas informasi, dan mendukung pengambilan keputusan, meskipun dampak 
strategisnya sangat bergantung pada konteks implementasi dan kesiapan organisasi, terutama di 
sektor publik yang sarat nilai akuntabilitas (Bondarouk, Ruël, & van der Heijden, 2009; Marler & 
Fisher, 2013; Parry & Tyson, 2011). 

Secara teoritis, HRIS dapat dikategorikan ke dalam tiga lapisan utama: operational HRIS, 
relational HRIS, dan strategic HRIS (Kovach et al., 2002; Marler & Fisher, 2013). Pertama, operational 
HRIS berfungsi mendukung aktivitas rutin seperti pencatatan absensi, penggajian, dan administrasi 
cuti. Kedua, relational HRIS berorientasi pada pengelolaan hubungan kepegawaian, seperti 
rekrutmen, pelatihan, dan penilaian kinerja berbasis indikator. Ketiga, strategic HRIS menekankan 



Journal of Current Research in Management, Policy, and Social Studies, 2(2), 55-64 

| 56  

pada dukungan analisis data SDM yang lebih mendalam untuk membantu perencanaan tenaga kerja, 
pengembangan talenta, serta formulasi kebijakan organisasi jangka panjang. Dengan demikian, HRIS 
tidak hanya sekadar alat administratif, tetapi juga dapat menjadi instrumen strategis untuk 
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di level manajerial dan kebijakan publik. 

Dalam konteks Indonesia, penerapan HRIS pada sektor publik umumnya terwujud dalam 
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang menghimpun data aparatur sipil negara 
(ASN) untuk keperluan administrasi, perencanaan formasi, pengembangan kompetensi, hingga 
penilaian kinerja. Pada tahap awal, banyak SIMPEG berfungsi sebagai operational HRIS yang berfokus 
pada otomasi administratif. Namun, perkembangan reformasi birokrasi dan tuntutan merit system 
mendorong SIMPEG untuk berevolusi ke arah relational HRIS dengan fungsi penilaian kinerja dan 
pengembangan kompetensi. Bahkan, beberapa pemerintah daerah mulai mengembangkan fitur 
analitik untuk mendukung perencanaan kebutuhan pegawai, yang menjadi langkah menuju strategic 
HRIS. 

Berbagai studi nasional menunjukkan bahwa SIMPEG berkontribusi pada pengurangan beban 
kerja manual, peningkatan akurasi data, percepatan akses informasi, serta dukungan terhadap 
layanan berbasis data. Penelitian di BKPSDM Kota Cirebon menegaskan bahwa SIMPEG menjadi 
inovasi yang meningkatkan efisiensi administrasi dan akurasi data, meski masih diperlukan perbaikan 
dalam kualitas data dan strategi implementasi (Nazhira & Candradewini, 2025). Temuan serupa juga 
muncul pada studi di BKD Kabupaten Cilacap, yang menilai aplikasi pelaporan kepegawaian berbasis 
web lebih responsif dibanding sistem sebelumnya, namun tetap membutuhkan penguatan di aspek 
kualitas input data dan integrasi antarproses (Mediaswati, JKAP). 

Meski memberikan manfaat nyata, implementasi HRIS tidak terlepas dari tantangan. Pertama, 
kualitas data yang belum konsisten dapat mengurangi reliabilitas analisis kinerja. Kedua, 
keterbatasan kapabilitas pengguna serta resistensi perubahan sering kali membatasi pemanfaatan 
fitur-fitur strategis HRIS. Ketiga, isu interoperabilitas dengan sistem lain (misalnya keuangan, 
pendidikan, atau pelayanan publik) masih menjadi hambatan bagi terwujudnya integrasi data yang 
utuh. Studi kebijakan implementasi SIMPEG di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau, misalnya, 
menyoroti perlunya tata kelola data dan strategi perubahan yang lebih terstruktur agar manfaat 
sistem tidak berhenti pada efisiensi administratif saja (Denaya, 2018). 

Selain itu, literatur internasional mengingatkan bahwa HRIS hanya memberikan nilai strategis 
ketika dikaitkan dengan desain organisasi dan strategi digital yang lebih luas. Parry dan Tyson (2011) 
menekankan adanya kesenjangan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil aktual penerapan e-
HRM, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor manajerial, alokasi sumber daya, dan keterlibatan 
pengguna. Bannister dan Connolly (2014) juga menekankan pentingnya public values framework: 
teknologi digital akan menghasilkan nilai hanya jika melekat pada tata kelola yang menegakkan nilai 
keadilan, transparansi, dan partisipasi publik. Dengan demikian, sektor publik Indonesia harus 
mengarahkan penerapan HRIS tidak hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk memperkuat merit 
system, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. 

Secara praktis, HRIS memengaruhi manajemen kinerja melalui beberapa mekanisme. Pertama, 
HRIS meningkatkan efisiensi proses HR dengan memangkas beban administratif, sehingga pimpinan 
dapat mengalihkan fokus pada aktivitas strategis seperti coaching dan perencanaan talenta. Kedua, 
HRIS menyediakan informasi kinerja yang akurat sehingga proses evaluasi lebih objektif dan berbasis 
data. Ketiga, HRIS memperkuat koordinasi dan akuntabilitas dengan menyediakan jejak audit digital, 
notifikasi, dan standar layanan internal. Keempat, HRIS memberi ruang bagi analitik SDM yang 
mampu memprediksi kebutuhan pegawai, menganalisis gap kompetensi, dan merancang intervensi 
pelatihan yang lebih tepat sasaran. Namun, literatur menegaskan bahwa capaian-capaian strategis 
ini hanya mungkin terwujud apabila sistem diintegrasikan dengan agenda reformasi birokrasi yang 
lebih luas (Marler & Fisher, 2013; Bondarouk et al., 2009). 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa HRIS menawarkan potensi besar dalam 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen SDM di sektor publik, namun keberhasilannya 
bergantung pada kualitas data, kesiapan infrastruktur, kompetensi pengguna, serta kesesuaian 
desain sistem dengan tujuan strategis organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan 
pendekatan studi literatur. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (literature review) untuk menganalisis 
penerapan Human Resource Information System (HRIS) dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
manajemen sumber daya manusia. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah 
berbagai sumber ilmiah yang relevan, baik dari jurnal nasional maupun internasional, guna 
memperoleh pemahaman komprehensif mengenai perkembangan konsep, implementasi, manfaat, 
serta tantangan HRIS di sektor publik. Penelitian ini menggunakan teknik content analysis untuk 
mengidentifikasi tema-tema utama terkait tujuan, metode, temuan, dan implikasi. Hasil analisis 
kemudian disintesis secara naratif untuk merangkum kontribusi HRIS terhadap manajemen kinerja, 
membandingkan praktik di berbagai konteks, serta menyoroti faktor keberhasilan dan kendala 
penerapan. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti menghasilkan kerangka 
konseptual yang dapat menjadi acuan teoritis maupun praktis dalam pengembangan HRIS di sektor 
publik Indonesia. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
HRIS sebagai Instrumen Efisiensi Administrasi dan Transparansi Data 

Penerapan Human Resource Information System (HRIS) dalam organisasi publik maupun 
swasta pada dasarnya dimotivasi oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi proses administratif. 
Sebagai sistem berbasis teknologi informasi, HRIS menggantikan berbagai prosedur manual yang 
seringkali lambat, berulang, dan rentan kesalahan. Proses rutin seperti absensi, cuti, penggajian, 
penilaian kinerja, hingga penyimpanan dokumen kepegawaian dapat dilakukan secara otomatis 
dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Efisiensi ini tidak hanya mengurangi beban kerja staf 
administrasi, tetapi juga memangkas biaya operasional organisasi karena mengurangi penggunaan 
kertas, mempercepat alur birokrasi, serta meminimalisasi keterlambatan dalam pengambilan 
keputusan. Marler dan Fisher (2013) menegaskan bahwa e-HRM memiliki kontribusi signifikan dalam 
mengurangi beban administratif, sehingga memungkinkan fungsi manajemen SDM bergeser dari 
peran administratif menuju peran yang lebih strategis. Lebih jauh, HRIS juga menciptakan 
standarisasi proses administrasi. Dalam sistem manual, prosedur sering kali bervariasi antarunit atau 
antarindividu, yang dapat menimbulkan inkonsistensi data dan perlakuan tidak seragam terhadap 
pegawai. Dengan HRIS, seluruh prosedur direkam dalam sistem yang sama, sehingga menghasilkan 
proses yang konsisten dan sesuai standar organisasi. Standarisasi ini mendukung terciptanya 
kesetaraan perlakuan bagi pegawai, sekaligus meningkatkan kredibilitas organisasi dalam 
pengelolaan SDM. Selain efisiensi, aspek lain yang tidak kalah penting adalah transparansi dan 
akuntabilitas data SDM. Basis data yang terintegrasi memungkinkan informasi pegawai dapat diakses 
secara real-time oleh pihak yang berwenang. Hal ini mengurangi ruang bagi praktik manipulasi data, 
misalnya dalam hal absensi, klaim lembur, atau penilaian kinerja. Bondarouk, Ruël, dan van der 
Heijden (2009) menegaskan bahwa penerapan e-HRM dalam sektor publik berkontribusi terhadap 
meningkatnya keterbukaan informasi dan mendukung praktik tata kelola yang lebih akuntabel. 
Dengan demikian, HRIS bukan hanya sekadar instrumen administratif, tetapi juga sarana penguatan 
integritas birokrasi. 

Konteks Indonesia memberikan gambaran konkret mengenai hal ini. Penerapan HRIS dalam 
bentuk Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) menunjukkan bahwa digitalisasi 
administrasi kepegawaian dapat mengurangi beban kerja manual sekaligus meningkatkan akurasi 
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data. Penelitian Nazhira dan Candradewini (2025) di BKPSDM Kota Cirebon membuktikan bahwa 
SIMPEG berfungsi sebagai inovasi yang mempercepat akses data dan meminimalisasi kesalahan 
pencatatan, meskipun kualitas pemutakhiran data masih menjadi tantangan utama. Sementara itu, 
studi Mediaswati (2019) mengenai aplikasi pelaporan kepegawaian berbasis web di BKD Kabupaten 
Cilacap menunjukkan bahwa sistem berbasis HRIS lebih responsif dibandingkan metode manual, 
namun tetap membutuhkan strategi perbaikan berkelanjutan agar kualitas data konsisten. 

Selain efisiensi administrasi, penerapan HRIS di sektor publik juga berdampak pada 
peningkatan pelayanan internal. Dengan adanya akses informasi yang lebih cepat, pegawai dapat 
mengajukan cuti, memantau status administrasi, atau memperbarui data pribadi secara mandiri 
melalui portal sistem. Hal ini meningkatkan kepuasan pegawai karena layanan administrasi internal 
lebih mudah, cepat, dan transparan. Dalam jangka panjang, kepuasan pegawai ini dapat berdampak 
positif pada motivasi kerja dan kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Namun demikian, manfaat tersebut tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Salah satunya 
adalah kualitas input data. HRIS yang terintegrasi hanya akan menghasilkan output yang andal 
apabila data yang dimasukkan valid dan mutakhir. Banyak organisasi publik di Indonesia 
menghadapi kendala kelengkapan data, misalnya informasi riwayat pendidikan atau pelatihan yang 
tidak selalu diperbarui. Tantangan lain adalah literasi digital pegawai, karena keberhasilan 
penggunaan HRIS sangat bergantung pada kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem. 
Resistensi terhadap perubahan dari pegawai yang terbiasa dengan prosedur manual juga dapat 
memperlambat efektivitas implementasi. 

Dengan melihat uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa HRIS memiliki fungsi ganda yang 
krusial dalam organisasi publik. Pertama, HRIS merupakan alat efisiensi yang mampu mempercepat 
dan menyederhanakan proses administratif, sehingga mendukung penghematan biaya dan 
peningkatan produktivitas. Kedua, HRIS berperan sebagai instrumen transparansi yang memperkuat 
akuntabilitas birokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola kepegawaian. 
Kedua aspek ini menjadi fondasi penting bagi organisasi publik dalam membangun manajemen SDM 
yang tidak hanya efisien secara operasional, tetapi juga efektif dalam menjaga integritas, kredibilitas, 
dan akuntabilitas pelayanan publik. 
 
HRIS dan Efektivitas Manajemen Kinerja 

Jika pada tahap awal HRIS lebih banyak dimanfaatkan untuk mendukung efisiensi administratif, 
maka perkembangan berikutnya menempatkan HRIS sebagai instrumen penting dalam 
meningkatkan efektivitas manajemen kinerja. Efektivitas di sini merujuk pada sejauh mana sistem 
mampu menyediakan informasi yang akurat, obyektif, dan tepat waktu untuk mendukung proses 
evaluasi, pengembangan kompetensi, serta pengambilan keputusan strategis terkait sumber daya 
manusia. Salah satu aspek kunci adalah penilaian kinerja pegawai. HRIS memungkinkan organisasi 
merancang, mendistribusikan, dan memantau instrumen penilaian berbasis indikator kinerja (KPI) 
atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara terintegrasi. Sistem ini menyediakan catatan digital 
mengenai pencapaian target pegawai, tingkat kehadiran, partisipasi dalam pelatihan, hingga 
feedback dari atasan. Dengan demikian, penilaian kinerja menjadi lebih objektif dan berbasis data, 
sehingga mengurangi potensi subjektivitas atau praktik pilih kasih. Hal ini sejalan dengan temuan 
Bondarouk et al. (2009) yang menegaskan bahwa penerapan e-HRM meningkatkan akurasi data dan 
mendukung keadilan dalam penilaian kinerja pegawai sektor publik. 

Selain penilaian kinerja, HRIS juga memainkan peran strategis dalam pengembangan 
kompetensi dan manajemen talenta. Data yang dihimpun sistem dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi gap kompetensi pegawai, sehingga organisasi dapat merancang program pelatihan 
yang lebih tepat sasaran. Marler dan Fisher (2013) menyebutkan bahwa e-HRM yang dimanfaatkan 
secara strategis mampu menyediakan informasi berharga bagi perencanaan tenaga kerja dan 
pengembangan talenta jangka panjang. Dengan demikian, HRIS tidak hanya sekadar mencatat 
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kinerja masa lalu, tetapi juga berfungsi sebagai alat prediktif yang membantu mempersiapkan 
kapasitas pegawai menghadapi tuntutan kerja di masa depan. Dalam kerangka merit system, HRIS 
memperkuat prinsip keadilan dan transparansi. Setiap keputusan terkait promosi, mutasi, atau 
pemberian penghargaan dapat dirujuk pada data yang terdokumentasi dalam sistem, bukan semata 
pada preferensi subjektif pimpinan. Studi Parry dan Tyson (2011) menunjukkan bahwa meskipun 
implementasi e-HRM sering kali menghadapi kesenjangan antara tujuan dan hasil aktual, 
pemanfaatan data SDM yang terintegrasi tetap menjadi faktor kunci dalam mendukung meritokrasi 
dan keadilan dalam organisasi. 

Konteks nasional memperlihatkan hal yang serupa. SIMPEG yang diterapkan di berbagai 
daerah di Indonesia telah mulai mengintegrasikan fungsi penilaian kinerja. Penelitian Sariasih dan 
Wijaya (2025) di Provinsi Bali menunjukkan bahwa SIMPEG tidak hanya digunakan untuk administrasi 
dasar, tetapi juga menjadi instrumen yang membantu biro organisasi dalam melakukan pemetaan 
kompetensi ASN guna mendukung kebijakan e-government. Temuan ini memperlihatkan bahwa 
HRIS mulai bergerak ke arah relational HRIS, yaitu sistem yang berperan dalam menghubungkan 
aspek administratif dengan pengelolaan hubungan kepegawaian, termasuk evaluasi dan 
pengembangan karier. 

Lebih jauh, HRIS juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based 
decision making). Dengan ketersediaan data kinerja yang lengkap, pimpinan organisasi dapat lebih 
mudah menentukan pegawai yang berpotensi menempati posisi strategis, merancang jalur karier, 
serta mengalokasikan sumber daya pelatihan. Bannister dan Connolly (2014) menekankan bahwa 
pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor publik akan bernilai strategis apabila dikaitkan 
dengan nilai-nilai publik, termasuk akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Dalam hal ini, HRIS 
mendukung transparansi proses penilaian dan pengembangan pegawai, yang pada akhirnya 
meningkatkan kepercayaan ASN terhadap sistem manajemen kinerja pemerintah. 

Namun demikian, efektivitas HRIS dalam manajemen kinerja juga dipengaruhi oleh sejumlah 
faktor. Pertama, kualitas data kinerja sangat menentukan reliabilitas penilaian. Jika data tidak 
diperbarui secara konsisten, maka hasil evaluasi dapat menyesatkan. Kedua, kesiapan organisasi 
dalam mengintegrasikan HRIS ke dalam kebijakan manajemen kinerja perlu diperhatikan. Banyak 
organisasi publik di Indonesia masih menjadikan SIMPEG sebatas alat administrasi, belum 
sepenuhnya sebagai instrumen strategis. Ketiga, kapasitas analitik pengguna HRIS juga menjadi 
faktor kunci. Sistem yang canggih akan sia-sia jika pegawai tidak memiliki keterampilan untuk 
menganalisis data dan menarik implikasi kebijakan yang tepat. 

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, HRIS dapat disimpulkan memiliki potensi besar 
dalam meningkatkan efektivitas manajemen kinerja di sektor publik. Sistem ini mendukung 
objektivitas penilaian, pengembangan kompetensi, penerapan merit system, dan pengambilan 
keputusan berbasis bukti. Namun, keberhasilan HRIS tidak hanya bergantung pada teknologi, 
melainkan juga pada kualitas data, kapasitas pengguna, serta komitmen pimpinan organisasi. 
Dengan demikian, HRIS dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan manajemen SDM yang 
efektif, transparan, dan akuntabel di lingkungan birokrasi publik Indonesia. 

 
Tantangan Implementasi dan Tata Kelola HRIS di Sektor Publik 

Meskipun HRIS menawarkan banyak manfaat bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas 
manajemen SDM, implementasinya di sektor publik tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang 
kompleks. Tantangan pertama terletak pada aspek teknis dan integrasi. Banyak instansi pemerintah 
masih menggunakan sistem lama yang terfragmentasi sehingga data SDM tersimpan dalam silo 
terpisah, misalnya pada aplikasi presensi, penggajian, atau pelatihan. Kondisi ini menyulitkan 
sinkronisasi dan sering menimbulkan duplikasi serta inkonsistensi data. Infrastruktur yang belum 
merata, terutama di daerah, juga memengaruhi keandalan layanan HRIS. Tanpa arsitektur integrasi 
yang kuat, HRIS sulit berkembang dari sekadar alat administratif menuju sistem yang mendukung 
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analisis strategis. Tantangan berikutnya adalah tata kelola data. HRIS hanya dapat menghasilkan 
output yang valid apabila data pegawai yang dimasukkan akurat, lengkap, dan diperbarui secara 
berkala. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa data kepegawaian sering kali tidak 
konsisten, baik karena format yang tidak baku maupun keterlambatan pemutakhiran. Oleh karena 
itu, peran tata kelola data menjadi sangat penting, mulai dari penetapan pemilik data, penjaga 
kualitas data di setiap unit kerja, hingga penyusunan SOP pemutakhiran yang disertai audit rutin. 
Tanpa tata kelola yang jelas, modul analitik dalam HRIS berpotensi menghasilkan rekomendasi yang 
menyesatkan. 

Selain faktor teknis dan data, aspek organisasi juga sangat memengaruhi efektivitas 
implementasi HRIS. Pegawai sering menunjukkan resistensi terhadap sistem baru karena dianggap 
memperumit pekerjaan atau meningkatkan kontrol terhadap aktivitas mereka. Resistensi ini dapat 
menghambat pemanfaatan HRIS secara optimal. Untuk itu, strategi manajemen perubahan yang 
efektif perlu dijalankan, seperti komunikasi manfaat sistem secara konsisten, penunjukan agen 
perubahan di tiap unit, serta penyediaan pelatihan yang berjenjang. Integrasi insentif juga penting, 
misalnya menjadikan penggunaan HRIS sebagai prasyarat untuk proses administrasi seperti 
pengajuan cuti atau usulan pelatihan, sehingga pegawai terdorong untuk menggunakan sistem 
secara aktif. Isu keamanan data dan kepatuhan regulasi juga menjadi perhatian serius. Data 
kepegawaian mengandung informasi pribadi yang dilindungi undang-undang, sehingga organisasi 
wajib memastikan adanya klasifikasi data, kontrol akses berbasis peran, serta mekanisme enkripsi 
dan audit trail. Tanpa perlindungan yang memadai, risiko kebocoran data dapat merusak 
kepercayaan publik dan menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam konteks ini, prinsip privacy by 
design dan security by design harus diterapkan sejak tahap perancangan sistem. 

Di sisi lain, model pengadaan dan ketergantungan pada vendor juga menimbulkan persoalan. 
Banyak instansi yang terjebak dalam vendor lock-in, di mana data dan fitur sistem sulit dipindahkan 
ke penyedia lain. Hal ini dapat diantisipasi dengan menyusun kontrak yang memuat klausul 
portabilitas data, perjanjian tingkat layanan yang terukur, serta rencana keluar jika terjadi pergantian 
vendor. Selain itu, perhitungan biaya implementasi HRIS harus memperhitungkan biaya siklus hidup, 
tidak hanya biaya awal, tetapi juga pemeliharaan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas di masa 
depan. Tantangan lain muncul dari desain proses bisnis. Digitalisasi tanpa penyederhanaan proses 
hanya akan mempercepat birokrasi yang tidak efisien. Oleh karena itu, setiap organisasi publik perlu 
melakukan business process re-engineering sebelum mengadopsi HRIS, misalnya dengan 
memangkas langkah yang tidak bernilai tambah, menstandarkan dokumen, dan menetapkan waktu 
layanan internal yang jelas. HRIS seharusnya tidak sekadar menggantikan proses lama, tetapi juga 
menjadi instrumen yang memaksa kepatuhan terhadap standar baru yang lebih efisien. 

Selain itu, kemampuan analitik pengguna menjadi penentu keberhasilan HRIS dalam 
meningkatkan manajemen kinerja. Sistem dapat menghasilkan data yang melimpah, tetapi tanpa 
literasi data yang memadai, data tersebut hanya akan menjadi tumpukan angka tanpa makna. 
Pegawai perlu dilatih dalam keterampilan analitik, interpretasi tren, serta pengambilan keputusan 
berbasis bukti. Literasi data ini akan mengubah HRIS dari sekadar repositori informasi menjadi alat 
strategis untuk mendukung kebijakan manajemen talenta. 

Akhirnya, pengukuran keberhasilan implementasi HRIS harus dilakukan dengan indikator yang 
tepat. Organisasi sering kali menilai keberhasilan hanya dari jumlah pengguna atau tingkat akses 
sistem, padahal indikator yang lebih bermakna adalah waktu pemrosesan administrasi, tingkat 
kesalahan data, ketepatan waktu penilaian kinerja, dan peningkatan partisipasi pelatihan pegawai. 
Dengan indikator yang jelas, manfaat HRIS dapat dievaluasi secara objektif dan ditingkatkan melalui 
perbaikan berkelanjutan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi HRIS di sektor publik 
sangat bergantung pada sinergi antara teknologi, data, manusia, dan tata kelola organisasi. 
Tantangan teknis, data, keamanan, resistensi pegawai, serta tata kelola proses harus dikelola secara 
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sistematis agar HRIS tidak berhenti pada fungsi administratif, melainkan berkembang menjadi 
instrumen strategis yang mendukung efektivitas manajemen kinerja dan peningkatan kualitas 
layanan publik. 

 
Strategi Optimalisasi HRIS Menuju Strategic HRIS di Sektor Publik 

Setelah HRIS terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan efektivitas manajemen 
kinerja, langkah selanjutnya adalah mengoptimalkan perannya agar berkembang menjadi strategic 
HRIS. Dalam kerangka ini, HRIS tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat administratif atau relational 
system yang menghubungkan pegawai dengan proses kepegawaian, melainkan juga sebagai 
instrumen strategis yang membantu organisasi publik merumuskan kebijakan jangka panjang, 
mengelola talenta, serta menyelaraskan strategi SDM dengan tujuan pembangunan nasional dan 
daerah. 

Salah satu strategi utama adalah mengintegrasikan HRIS dengan agenda reformasi birokrasi. 
Reformasi birokrasi di Indonesia menekankan pada penerapan merit system, penguatan 
akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. HRIS dapat mendukung agenda ini 
melalui data yang terstruktur dan analitik yang mampu mengidentifikasi pegawai berpotensi tinggi, 
memantau kinerja unit kerja secara real time, serta memberikan rekomendasi berbasis bukti bagi 
rotasi, promosi, dan penempatan pegawai. Dengan demikian, HRIS menjadi instrumen penting dalam 
memperkuat praktik manajemen talenta di sektor publik. Strategi lain yang perlu diperhatikan adalah 
penguatan literasi data dan budaya berbasis bukti (evidence-based culture). Agar HRIS tidak hanya 
menjadi sistem pencatat data, instansi publik harus membangun kapasitas analitik pada level 
manajerial. Pegawai yang bertanggung jawab pada fungsi kepegawaian perlu dilatih untuk 
membaca, menginterpretasikan, dan memanfaatkan data HRIS dalam menyusun kebijakan. Misalnya, 
data absensi dapat dianalisis tidak hanya untuk menghitung keterlambatan, tetapi juga untuk 
mengidentifikasi pola kehadiran yang mungkin terkait dengan tingkat stres kerja atau beban tugas. 
Dengan cara ini, HRIS dapat memberikan insight yang lebih strategis. 

Selain itu, optimalisasi HRIS perlu diarahkan pada interoperabilitas antar sistem pemerintahan. 
HRIS sebaiknya tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan sistem keuangan, sistem perencanaan 
pembangunan, hingga platform layanan publik. Dengan integrasi ini, manajemen SDM dapat benar-
benar mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang lebih luas. Misalnya, perencanaan 
kebutuhan pegawai di bidang kesehatan atau pendidikan dapat dikaitkan langsung dengan target 
pembangunan daerah di sektor terkait. Tidak kalah penting adalah strategi penyelarasan regulasi 
dan kebijakan kelembagaan. Penerapan HRIS harus memiliki dasar hukum yang kuat, baik melalui 
peraturan menteri, peraturan daerah, maupun kebijakan internal instansi. Landasan regulasi ini 
diperlukan untuk memastikan kepatuhan, keamanan data, serta kejelasan peran dan tanggung jawab 
antarunit. Dalam konteks perlindungan data pribadi, kebijakan kelembagaan juga harus selaras 
dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi agar pemanfaatan HRIS tidak menimbulkan 
pelanggaran hukum. 

Terakhir, HRIS akan semakin bernilai strategis jika diiringi dengan evaluasi berkelanjutan. 
Instansi publik perlu mengembangkan mekanisme pengukuran manfaat HRIS yang lebih luas, tidak 
hanya berfokus pada indikator efisiensi, tetapi juga pada kontribusinya terhadap peningkatan 
kualitas layanan publik. Evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan kinerja organisasi 
sebelum dan sesudah penerapan HRIS, mengukur kepuasan pegawai, serta menilai dampak sistem 
terhadap kecepatan dan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Dengan strategi-strategi 
tersebut, HRIS berpotensi bertransformasi menjadi strategic enabler bagi birokrasi modern 
Indonesia. Lebih dari sekadar sistem kepegawaian, HRIS dapat menjadi infrastruktur informasi yang 
mendukung pengambilan keputusan strategis, memperkuat merit system, serta memastikan 
keselarasan antara pengelolaan SDM dan agenda pembangunan nasional. 
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SIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan Human Resource 

Information System (HRIS) memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan 
efektivitas manajemen SDM, khususnya di sektor publik. Pada tahap awal, HRIS terbukti mampu 
mengotomasi proses administratif yang sebelumnya manual, sehingga menekan beban kerja, 
mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan akurasi data kepegawaian. Efisiensi ini beriringan 
dengan terciptanya transparansi dan akuntabilitas, karena sistem terintegrasi menyediakan akses 
data yang real time dan dapat diaudit, sehingga mendukung praktik tata kelola SDM yang lebih 
kredibel. 

Pada tingkat berikutnya, HRIS berperan penting dalam meningkatkan efektivitas manajemen 
kinerja. Melalui penyediaan data kinerja yang akurat dan terukur, HRIS mendukung penilaian 
pegawai yang lebih objektif, pengembangan kompetensi yang lebih tepat sasaran, serta penerapan 
merit system yang lebih adil. Fungsi analitik dalam HRIS memungkinkan organisasi publik melakukan 
perencanaan tenaga kerja, pemetaan talenta, dan perumusan kebijakan berbasis bukti. Dengan 
demikian, HRIS tidak hanya mencatat kinerja masa lalu, tetapi juga memberi arah bagi peningkatan 
kapasitas SDM di masa depan. 

Meski demikian, implementasi HRIS di sektor publik masih menghadapi berbagai tantangan. 
Masalah teknis seperti integrasi sistem, kualitas dan konsistensi data, resistensi pegawai, serta 
keterbatasan literasi digital menjadi hambatan utama yang harus diatasi. Selain itu, isu keamanan 
data dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi juga perlu mendapat perhatian 
serius agar pemanfaatan HRIS tidak menimbulkan risiko hukum maupun etika. Faktor tata kelola, 
komitmen pimpinan, dan strategi manajemen perubahan terbukti sangat menentukan keberhasilan 
implementasi HRIS. 

Oleh karena itu, optimalisasi HRIS perlu diarahkan menuju fungsi strategis. Integrasi HRIS 
dengan agenda reformasi birokrasi, penguatan literasi data, interoperabilitas antar sistem 
pemerintahan, landasan regulasi yang jelas, serta evaluasi berkelanjutan merupakan langkah penting 
untuk memindahkan HRIS dari sekadar alat administratif menjadi instrumen strategis dalam 
mendukung visi pembangunan nasional. Dengan strategi ini, HRIS berpotensi menjadi strategic 
enabler bagi terciptanya birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada 
peningkatan kualitas layanan publik. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
[1] Bannister, F., & Connolly, R. (2014). ICT, public values and transformative government: A 

framework and programme for research. Government Information Quarterly, 31(1), 119–128. 
https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.06.001 

[2] Bondarouk, T., Ruël, H., & van der Heijden, B. (2009). e-HRM effectiveness in a public sector 
organization: A multi-stakeholder perspective. The International Journal of Human Resource 
Management, 20(3), 578–590. https://doi.org/10.1080/09585190802707359 

[3] Denaya, A. (2018). Efektivitas pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 
di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Pembangunan, Pemerintahan, dan 
Masyarakat, 1(2), 45–57. Universitas Diponegoro. 

[4] Kovach, K. A., Hughes, A. A., Fagan, P., & Maggitti, P. G. (2002). Administrative and strategic 
advantages of HRIS. Employment Relations Today, 29(2), 43–48. 
https://doi.org/10.1002/ert.10039 

[5] Marler, J. H., & Fisher, S. L. (2013). An evidence-based review of e-HRM and strategic human 
resource management. Human Resource Management Review, 23(1), 18–36. 
https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2012.06.002 



Journal of Current Research in Management, Policy, and Social Studies, 2(2), 55-64 

| 63  

[6] Mediaswati, R. (2019). Analisa penerapan aplikasi pelaporan kepegawaian (APK) berbasis web 
pada BKD Kabupaten Cilacap. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 23(1), 33–42. 
Universitas Gadjah Mada. 

[7] Nazhira, A. Z., & Candradewini. (2025). Efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen 
Kepegawaian (SIMPEG) di BKPSDM Kota Cirebon. Jurnal Administrasi Negara (JANE), 7(1), 15–
28. Universitas Padjadjaran. 

[8] Parry, E., & Tyson, S. (2011). Desired goals and actual outcomes of e-HRM. Human Resource 
Management Journal, 21(3), 335–354. https://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2010.00149.x 

[9] Sariasih, K. Y., & Wijaya, K. A. S. (2025). Penerapan SIMPEG dalam mendukung e-Government 
pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali. Indonesian Journal of Public Administration Review, 
3(2), 101–115. Universitas Islam Riau. 

  



Journal of Current Research in Management, Policy, and Social Studies, 2(2), 55-64 

| 64  

 


